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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Di dalam undang-undang tindak pidana khusus terdapat ketentuan-

ketentuan yang menyimpang baik dalam ketentuan hukum pidana umum 

(KUHP) maupun ketentuan hukum acara pidana (KUHAP). Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang mempunyai sifat 

kekhususan, baik menyangkut Hukum Pidana Formal (Acara) maupun 

Materil (Substansi). Hal ini dapat dilihat  bahwasanya UU TIPIKOR 

mengadopsi dari ketentuan didalam KUHP tersebut, sebagaimana 

tercantum didalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, 

Pasal 11. Urgensi diperlukan ada atau tidaknya sebuah pengaturan 

khusus lain diluar UU TIPIKOR merupakan hal yang keliru dan dapat 

membuat lembaga negara yang telah dibentuk berdasarkan UU TIPIKOR 

menjadi tidak berfungsi. Melihat kasus korupsi yang terjadi di Indonesia 

saat ini berdasarkan data yang dihimpun baik oleh KPK, Kepolisian, 

Kejaksaan, ICW dan lain-lain membuat diperlukannya penguatan 

melalui sebuah ketentuan guna memperkuat keudukan lembaga-lembaga 

dibawah UU TIPIKOR dalam fokusnya guna memberantas korupsi. 

Terhadap Tindak Pidana Korupsi merupakan extraordinary crime atau 

kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya juga harus secara luar 

biasa dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dengan cara-cara 
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yang khusus juga guna penekanan terhadap kasus tindak pidana Korupsi 

di Indonesia. 

2. Semua instrumen untuk melakukan pemberantasan korupsi secara cepat, 

optimal, dan efektif tersebut tidak ada lagi, ketika tindak pidana korupsi 

diatur dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (RUU-KUHP). Meski pasal peralihan dalam RUU tersebut 

mengatur tentang penyesuaian yang dilakukan selama jangka waktu 3 

tahun, ketentuan tersebut hanya dapat ditafsirkan sebagai “pencabutan 

terhadap berbagai ketentuan Hukum Pidana Khusus”, yang tindak 

pidananya sudah diatur dalam RUU-KUHP. Tidaklah dapat diterima oleh 

akal sehat manusia (irrational), bahwa setelah diatur suatu tindak pidana 

dalam KUHP, lalu akan ada lagi UU yang mengatur tentang tindak 

pidana yang sama secara khusus. Jika demikian halnya tidak ada artinya 

sistem “kodifikasi” yang dimaksud oleh pemerintah dalam naskah 

akademik RUU-KUHP tersebut serta semakin memperlemah kedudukan 

aparatur penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berada dibawah 

UU TIPIKOR yang ada saat ini sehingga fungsi UU TIPIKOR hanya 

akan menjadi administrasi didalam penanganan perkara tindak pidana 

korupsi. 

B Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut diatas, maka pada bagian ini penulis 

mencoba memberikan saran sebagai berikut : 

1. Seharusnya dengan klasifikasi tindak pidana korupsi sebagai White 

Collar Crime, tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana korupsi yang 
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terjadi di Indonesia sudah meluas dan terus meningkat seiring 

berjalannya waktu. Bahkan tanpa disadari korupsi sudah menjadi suatu 

kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Diperlukan adanya suatu 

perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan keberadaan tindak 

pidana korupsi yang sudah diakui sebagai Extra Ordinary Crime, hal 

mana diperlukan suatu pembaharuan didalam penegakan Tindak Pidana 

Khusus didalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. 

2. Seharusnya terkait dengan keberadaan RUU-KUHP yang saat ini sebagai 

sarana kodifikasi hukum pidana di Indonesia, tindak pidana korupsi 

sudah seharusnya diatur diluar RUU-KUHP karena menjadi 

problematika dikalangan penegak hukum setelah adanya pengaturan UU 

TIPIKOR menjadi bertentangan apabila tindak pidana korupsi 

dimasukan kedalam RUU KUHP. 
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